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PENDAHULUAN

(Hanomi daerah secara serentak telab dilaksanakan mulai Januari 2oo1.
Dalam tahap awal pulakssnean otonomi daerah, masih ada beborapa daerah
vang merasa halum siap, namun sebagian merasa sudeh siap melaksanakan
otonomd, Pelaksanaan olonemi desrah secers tidak langsung akan memaksa
daerah untuk melakukan perubahan-perubahan baik peruhshan struktur
maupun perubahan proses birokrasi den kultur birokrasi, Perubahan strukiur
meliputi pembaharuan yang sifalnya kelembagaan Gnstivtional reform), yaitu
pembenahan struktur birokrasi pemerintah daerah yang lebih ramping akan
tetapi kaya fungsl fform follow function). Perubaban prosas melipati perubahan
yang menyentuh keselurnhan aspek dalam siklus pengendalian mansjeman di
pemerintah daeral, yailu perumuosan strategi, pearencanaan strategik,
pengangearan, prlaporan kinarja, penilaian kinerja, dan mekanisme reword &
punishment system. Perubaban knltur bivekeasi terkail denpan perubahan budaya
keorja dan perilaku pegewai vang mengarah pada terciptanya profesionalisme
birokrasi,

Perubahan dalam perumusan strategi dan perencanaan stralegik sudab
mulai dilakukan misalnya dengan dibustnya Propenss, Renstra, dan Fepeta
baru yang lebih lanjut dijabarkan oleh dacrah dalarn hentuk Propads, Rensirads,
dan Repetada. Perubahan sistem panganggaran juga mulai dilakukan, misalnya
dengan digunakannya anggaran kinerja {performonce budgel] yang
menggunakan siruklur bara vang barhads dengen struktur APED periode
sabalumnys. Salain itu, beberapa daerah juga sudah roulad mengpunakan Standar
Analisa Belanja [SAB) scbagal alal unluk menciplaken sfisiensi den afektivitas
ANEEATATI.

Dalamn arlikel fni, akan dibahas mengenai asprk pangawasan,
pengendalian, dun pemeriksaan kinerja pemaeriniah dearah dalam rangka
pelaksanean cionomi daerah. Penulis membedakan istilah “pengawasan,
pengendalian, den pameriksaan” untuk manghindari kerancuan yang mungkin
muncul atas pengertian ketiga istilah wersebut, Pengawasan mengacu pada suatu
benluk manitoring yang dilakukan oleh pihek di luer aksekutif (dalam hal ini
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DPRD dan masyarakat); pengendalian mernpakan internal condrol yang berada
di bawah kendall cksokutll (pemerinlah dacrab} unlik menjamin hahwa siratag
dijalankan eecara baik, sshingga fujuan organisesi dapat dicapai; sedangkan
pemeriksaan dilakukan oleh badan yvang memiliki kempelanal dan
independensi untuk mengukur apakah kinerja yang telah dicapal eksekutif
sudah apsuai denpgan kriteria vang dilelapkan. Sebelum membahaa lebih lanjut
mengenal pengawasan, pengendallan, dan pemeriksaan kinerja pemerintah
daerah, terlabih dehuln akan dibahas mengenai perencanaan strategik dan

penganggaran dacraly,

EVALUASI SISTEM PERENCANAAN DAERAIT SEBAGAI DASAR
TOLOK UKUR KINERJA (EINERJA ANGGARAN)

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada
pendekatan botom-up planning deogan Wwlap mengaco pada arah dan kabijakan
pembangunan pemerintah pusat, Arahan kehijakan pembangunan pemerintah
pusal targehul lerluang dalam dokurmee perencanaan beraps GBS, Program
Pembangunan Nasional [Propenas), Kencana Strategis (Kenstra), dan Bencana
Pambanpunan Tahunan [Repela).

Sinkronisasi perancanaan pembanzunan yeng digariskan nlah
pemerintah pusat dengan perencansan pembangunan dasrah secara spesifik
distur dalam Peraturan Pemerinigh (PP Bo. 108 dan 105 Taboun 2000, Pads
pamerinlah pusal, perencanaan pembangunan dimulal dan penyusunan
Propenas vang merupakan operasionalisasi CBHN, Propenas tersebut kemudian
dijabarkan dalam bentuk Hensira., Berdasarkan PFropenas dan Renstra serta
analisiz Askal dan makre ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan
Eepeta.

Sementara ito, di tingkat dacrah (propinsi dan kabupaten/kota)
berdasarkan ketentuan FF Moo 108 Tahun 2000 pamerintah desrah disyaratkan
unluk membuat delkumen perencanaan daersh vaitu Propeda [Renstradal.
Dokumen parancenasn daerah lersebul diopayaken agar Udak menybopang
dari Propenas dan Renstra vang dibuat oleh pamerintah pusat. dalam Propeda
dimungkinkan adanya penckanan priorilas program pembangunan yang
berbeda anlara sata dasrah dengan dasrah yang lain sesuai dengan kebutuhan
masing-maging dasrah. Fropeda (Renstrada) dibusl oleh permerinlah dagral
bersama-sama dengan PRI delam kerangka wakio lima [3) ahun yang
kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan, Rincian
Renstrada untnk setiap tehunnya skan digunaken schapai masukan dalam
penyusunan Repetada dan APBD,

Rerdasarkan Renalrada yang lelab dibual secla analisis fiskal dan ekonomd
dagraly, menurut ketentuan PP MNo. 103 ‘Tahun 2000 pemerintab dacrah bersama-
aama dengan UFRD kerudian menyusen dan menetapkan Arah dan Kebijakan
Umum APBD, setelah itn pemerintah daerah menetapkan Straingi dan Prioritas
AFBD. Repetada memuat program pembangunan daerah secam menyeluruh
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dalam satu tahun. Repetada juga memuat indikator kinerja yang terukor unluk
jangka waklu salu lahun, Pendekatan ini diherapkan akan lebih memperjelas
program kerja tahunan pemerintah daerah, lermasuk sasavan yang ingin dicapat
dan kehijakan vang akan ditempuh ontuk mencapai saearan tarsebul.
Penjabaran rencana strategis dalam Repelada tersebut dilengkapi dengan:

1.  Pertimbangan-perlmbangan yang berasal dari haail avaluasl kincrja
pemerintah daereh pade periode sebelumnya;

2. Masukan-masukan dari penjaringan aspirasi masyvarakal; dan

Pengkajian kondis! yang saal ini terjadl, schingga diharapkan dapat

diketahui keknatan, kelamahan, peluang, dan tantangsn yang sedang dan

akan dihadapi.

.

Porencansan aral dan kebijakan pambangunan dasrab tshunan (Repetada)
dan rencana anggaran Labunan [APBD) tersebut pade hakekalnya merupakan
instrumen kebijakan puhlik sebagai upya untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyvarakal.

APBD menunjukkan implikasi anggaran dan Repetada yang lelab dibuat,
Dangan demikiun, Repetada merupakan kerangka kebijakan (policy fromework)
bagl penyedisan dana dalam APDD.

Proses penganggaran pemerintah daerah dimulai ketika perumusan
stratapi (Propeda) dan perencansan stratesik (Rensrada dan Repetada) telab
selegal dilakukan. Dengen demikian, angparan memipakan arfikulasi darl
Renstrada (Propeda), dan Repetada yang telah dibual, Oleh karena itu, tahap
penganggaran Ini sangat penling karcna anggaran yang ildak mampu
mengakomodasi kelipa hal terzebut akan dapal menggagalkan perencanaan yang
sudah disusun, APBD sekuranp-kurangnya mencakup tiga aspek, vailu aspek
perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas puhlik.

EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN

Dalarm Instruksi Menteri Dalar Neperi Mo, 4 Tahun 1999 teotang Fokok-
Pokok Kehijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Dasrah
Tehun Anggaran 19992000 dissbulkan bahwa APBD harus secara riil
mencerminkan niat pemeriniah daerah untuk mengantisipasi upaya pemuliban
skonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakal unluk melakukan
perubahan-parubahan dalam penyelenggaran prinerintahan dan pembangunan
daerah yang disclaraskan dengen prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam
pengalokasian dan pengelolaan anggaran daersh secara efisien dan efaktil
Strategl umum yang harus dilakokan dalam menghadapi kondisi tersebul adalah

1.  Meningkatkan priorilas dan vasionslisasi belanjs;
2. Melakekan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin
anggeran; dan
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. Pangstatan serta parbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang
terhindar dari prakedk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisma (KKN).

Arah dan kerangka program yang perlu mandalgat perhatian pemarintah
daerah sebapai landasan penyusunan APBD antara lain:

Program ketahanan pangan;

Program padat karya dan program penciptasn lapangan karja produkiif:
Program perlindungan sosial:

Program pemberdayaan ekonomd rekyat;

Program pambangunan praserans wmum;

Program peningkatan pelayanan dan kinerje birokrasi: dan

Program pemberdayaan kehidupan polilik dan demekrasi,

R o L

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralizasi adalah terjadinya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masvarakat feaciol welfare),
kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanyva
hubungan yang seraai antara pusal dan daerah serta antardacrah. Keadaan
terssbut akan dapal tarcapai, salah satunya apabila marnsjemen ketiangan daerah
(anggaran} dilaksanekan dengan baik. '

Elemen manajemen keuangan daerah yang diparlukan untuk mengontrol
kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

Akuntabilites Kenangan Daarah;

Veelue for Money;

Eejujuran dalam mengelole keuangan publik (probityi;
Transparansi; dan

Fengendalian.

Alountebilitas Keuangan Daerah

1 e 23 B3

Akuntabilitas keuangan deerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menysjikan, melaporkan, dan
mengungkapkan (fo disclose) segala aklivilas dan keglatan yang terkait dengan
penerimaan dan penpggunaan uang publik (public money] kepada pihak yang
memiliki hak dan kewsnangan untuk meminta pe: ungjawaban torsehut,
_'g.r:iﬂ.u DFRD dan masyarakat luas. Aspek penting vang harus dipertimbangkan
adalah:

1. Aspek lsgalitas penerimaan dan pengeluaran dacrah. Setiap transaksi
yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya;

.2.  Pengelolaan (stewardship) kevangan daerah sceara baik, perlindungan

asal fisik dan finansial, mancegah terjadinye pernborosan dan zalah urus.
Prinsip-prinsip akuntabilitaz keuangan daerah meliputi:

1. Adanya sistom akuntansl dan sistem angauran yang dapat menjamin bahwa
pengelolaan keuangan dasrah dilokukon socara E:rm:iatnu sewunl dengan
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peraturan pﬂmndang-uudar;fml vang berlaku;
2, Pengeluaran dacrah yang dilakukan berorienlasi pada pencapaian visi,
musl, Lujuan, sasaran, dan hasil (manfsal] vang skan dicapai.

Valee for Money

Pengelolaan kevangan daerah harus mendasarkan pada konsap valie for
maney, vaitu: ckonomi, efisiensi, dan efektivitas, Ekonomi adalah hubungan
antara pasar dan masukan feost of fnput). Denpan kata lain, ckonomi adalah
praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas lertenlo pada
harga terbaik vang dimungkinkan [spending less). Pengertian ckonond (hemal
tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengeloloan secara
hati-hati atan cermat [prudency] dan tidak ada pemboresan.

Efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan {inpui] dengan
keluaran [output) yang dihasilkan, Pengertion efisiensi berhubungan eral
dengan konsep produktivitas, Proses keglatan operasional dapat dikatakan
sfisien apahila suatu produk atan hasil kesja tertentu dapat dicapai denpan
panggunasn aumber daya dan dana yang serendab-randahnya fspending welll,

Efsktivitag berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan
(hagil guna). Efaktivitas merupakan hubungan antara keluaran dengen tujuan
alan saparan vang hams dicapai. Kegiatan operasional dilkatakan efektit apahila
prosas kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan fspending wizely]

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (Probily]

Penpelolaan kevangan dacrab bharus dipercavakan kepada stal yang
memiliki integnitas dan kefujuran yang Ungel, schingsa kesempatan wntuk
korupsi dapat diminimalkan,

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan kewangan dacrah sehingsa dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD
dan masyarakal. Transparansi penpelolaan kevangan dacrah pada akhirmya akan
menciptakan horizontal accountabilily anlana pemeriniah daerab dengan
masyarakalnya sehingpa lercipla pemerintabon daerah yang bersih, efektit,
afisian, akuntabsl, dan responsil lerhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat,

Ponpendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APED] harus selalu dimonitar, yaito
dibandingkan anlara yang dianggarkan [ditargetkan) dengan yang du:apal
Untuk itu perlu dilakukan analisis varians {selizih) I‘.ﬂhnrlnp prnerimaan dan
pengeluaran daerah agar dapat sasagers mungkin dicarl penyebab timbulnya
varians dan dilakukan tmdakan korekil
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SIKLUS ANGGARAN

Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilabukan sejak tahap
Eﬂmiaﬁl dan penyusunan APBI. Dalamlatmlp ratifikasi angparan, peran DPRD
va tidak lapi sebagai "lukang sLmn;]Jlﬂ " gaja, namun harus benar-banar
memainkan [ungsinya scbhagai pemegang hak budgel. Prinsip-prinsip pokek
slklus anggamur;lﬁams diketahui dan dikuasal dengan baik oleh penye nggara
pemerintaban, Pada dasarniva, siklus anggaran terdiri atas empat tahap, yaito:

1. Tahap persiapan dan peniisunan ANgERTAT
2.  I'shap natifilaszi;

3. Tahap implementasi; dan

4,  Tahap pelaporan dan evaluasi.

Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran [EBndget I"mpﬂraiinnj

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilaknkan taksiran
pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan veng tersedia. Terkait dengam
maszalah tersebut, yvang perlu diperhatikan adalah sehelum manyatujui taksiran
pengeluanan, hendaknya terlebih dahulu dilakuksn penekairan pendapatan
secara lebih akurat. Selain itu, hame diasdar adanye maseleh yvang cukup
berbahaya jika anggaran pendapatan disetimasi pada saal bersamean denpgan
pembuatan keputusan tentang angearan pengeluaran.

Dalam perscalan estimasi, vang parlu mandapal parhalian adalah
terdapainya faktor "uncertoinly” [fingkat ketidakpasiian] yang cukup tinggi.
Olel sebab itu, manajer keuwangan publik harns memahami hetul dalam
manentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatn mata anggearan
sanpal lerpantung pada teknik dan sistem angggaran yang digunakan. Hasarnys
mata angearan pada suatu anggaran yang menggpunakan line-fem budgeling®,
akan berbeda pada “performones budgating”, “input-cuipu! budgeting”, “pro-
gram budgeiing”, atau "zerc bossd budgeting”.

Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikuetoya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap
vang malibalkan pooses polltik yang cukup rumit den cukuep berat. Pimpinan
aksakutil (kepala dacrah) dituntut tidak hanva memiliki "managerial skill”
namun jupa harus rmempunyal "political ", “salesmanship”, dan “coal
tion building™ yang memadal, Integritas dan kesiapan menial yang tinggi dan
aksakutif sanpat penting dalam tahap ol Hal tersebut penting karena dalam
tahap ini pimpinan eksehutll harus mempunyai kemnampuen uniuk menjawab
dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyasn-pertanyaan
dan hantahan-hantahan dan pihak legisladf.

Tahap Pelaksanaan Anggaran [Hudget Implemasnlation]

Setclah anggaran disetujui oleh legislail, lahap berikuinya adalah
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pelaksanasn anggaran. Ualam tahap ini, hal terpenting vang harus diperhatikan
olah manajer keuangan puhlik adalah dimilikinya sistem [informasi) akuntansi
dan sistam pengendalian manajemen. Manajer kenangan publik dalam hal ini
bertangpung jawab untuk menciptaken sistem skuntansi yang memadai dan
handal untuk perancanasn den pangandalian anggaran yang telah disepakaii,
dan behken dapat diandalken untuk tahap penyuwsunan anggaran periode
berikumya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung
pengendalian anggaran.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaponan dan ewvalunasi
anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, den implamentssi anggaran terkait dengan
zsprk oparasional anggeran, sedengkan tahap pelaporan dan evaloast tarkait
dengan aapek ekuntabilitas. Apabila pada tahap implemelasi welab didukong
dengan sisterm akuntansi dan sistem pengendalian manajemen vang baik, maka
pada tahap palaparan den evaluasi angparan biasanya lidak akan menemuoi
banyak masalah,

Roang Lingkup, Peran, dan Fungsi DPRD

Sesuai dengan paradigma baru vang berkemhbenp saat ini, DPRD
mempunyai posigi, fugae, dan fungsi yang siralegis dan penling dalam
perencanaan dan pengawasan pengalolaan kevangan dacrah. Fungsi pengawasan
dan perencanaan hendsknyas sudah dilakukan DPRD sejak proses penjaringan
aspirasi masyarakat hingga penelapan Arah dan Kebijakan Umum APBDY sevta
penentuan Strategi dan Prioritea APBI. Semenlara ilo, [ungsi pengawasan
hendaknya dilakukan olel DPRD pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan
APBD, dan pelaporan APBD,

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMERIKSAAN KINER]JA
PEMERINTAH DAERAH

Terdapat tiga aspek ulama yang mendukung keberhasilan otonomi deersh,
vaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada
dasamya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Penpawasan mengacu
sada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar cksekabif yaitu
mrzyarakat dan DPRD) untuk menglawasi kinerja pemarinishan. Peonpgendalian

contralj adalah makanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemearindab daerah)
untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajpmen sehinggas
wujuan organisasi dapel lercapal, Pomcriksaan [andit) meropakan kepialan yang
dilakukan aleh pihak yvanpg memiliki independensi dan memiliki kompetensi
profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerjs pemerintah daerah telah
sasmai dengan standar alau kriteria yang ada, Pada tataran teknis-aplikatif jugs
berbeda, monitaring aleh DPRD dilakukan peda tshap awal. Pengendalian
dilakukan terutama pada tahap menengah (operasional), yaitu level pengendalion
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manajemen (management control] dan pengendalian tugas (task cantrall
scdangkan pemeriksasn dilakuken pada tahap akhir, Objek yang diperikaa vaite
kinerja anggaran (anggaran palicy), anggaran kinerja, dan laporan
pertanggungjawaban yang terdir atas nota perhitungan APBD, neraca, laporan
alivan kas, dan laperan surplus/dafisit snggaran.

Pemberian otonom] daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan
dan keleluasnan (diskresi) kepada dasrah untuk mengelola dan memanfaaikan
sumber daya daerah secara optimal, Agar tdak terjadi penyimpangan dan
Ecn}fﬂlawangan. pemberian wewsnang dan keleluasann vang luas tersebiut hargs

likuti demgan pengawasan dan pengendalian vang kual. Pengualan tungsi
pengawesan dapat dilakukan melalui optimalisesi peran DPRD sebagai kelatan
penyeimbang (balance of powarj bagl cksekntif dacrah dan partisipasi
masyarakat secara langsung maupun Hdak langsung melalui LSM dan Orpanisas
soslal kemesyarakalan di daerah (soeial control). Fenguatan Tungai pengendalian
dilakukan melalul pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan
pemberdaysan internal auditor pemerintah daerah [misalnya inspaktorat],

Pengawasan oleh DPRD dan masyarakat terschut harus sudah dilakukan
sejak tahap perencanaan, tidak hanyva pada tahap pelaksanaan dan pelaponan
saja schapaimana yang terjadi selama ini, Hal ini penting karena dalam era
otonemi, DFRD mamiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kohijakan
Unum APBI. Apabila DPRD lemah dalam tahap parencanaan (penentusn Argh
dan Kehijakan Umum APBD), maka sangat mungkin pada tahap pelaksanaan
akan mengalami banyak penyimpangan. Akan tetapi, harus dipahami alsh
a.uig:uia DPRD bahwe pengawasan terhadap cksakutif dacrah adalsh pengavwasan
terhadap pelaksanaan kebijakan (policy} vang digarigkan, bukan pemerikssan
Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepads lembaga pameriksa yang
memiliki ptoritas dan keahlian profesional, misalnys BPK, BPER atau akuntan
publik yang independen, Jika DPRD menghendaki, dewan dapal meminta BPE
alay auditer independen lainnyes untuk melslukan pemeriksaan terhadap
kinerja keuangan eksekudl

Untuk mamperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan
ombudsmen yang herfungsi sehagai pengawas independen untuk FICIEEYIAS]
jalannya snatu lembaga publik. Namun unluk fungsi pemeriksaan tetap harus
dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas den keahlian profesional. Hal
tersebut agar DPRD tidak disibukken dengan urusan-urusan teknis scmsla
sehingga Dewan dapat lebih herkonsenirasi pada permasalsh Aan-permasalahan
yang bersifat kehijakan,

REFORMATING LEMBAGA PEMERIKSA

Pemberian otonomi dan desentralisasi vang luas, nvata, dan hertanggung
jawab kepada dacrah kehupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan
pada pola dan sistem pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Peruhahan-
perubahan tersebut juga memberikan dampek pada wnit-unit kerja pemerinlah
deerah, seperli tuntutan kepeda pegawai/aparatur pemorintah daerah untuk
lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas kepulusan yang diliual,
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Parubahan pola pengawasan dan pengendalian vang mendasar adalah
dengan diberinya keleluasaan kapada pemerintah dasrah untuk mengatur dan
mengurus rumah langganys sendini, maka diperlukan peningkatan peran DPRD
dan masyarakal luas dalam pengawasan penyelsnggaraan pemerintahan, karena
nantinya Kepala Daersh hertanggungjawab kepada DPRD dan masyarakat,

Pemberian kepercayasn kepada auditor dengan memberd peran yang lebih
besar untuk mermeriksa lembaga-lembaga pemerintahan, telah menjacd hagian
penting dalam proses lerciplanya akuntabilitas publik. Bagi auditcr, denpan
diberinya peren vang lebih Besar lerssbut, maka auditor diluniut untuk menjapa
dan meninpkatkan profesionalisma, kompstensi, dan independensinya. Sejalan
dengan Kairiapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XMPR/1998 tentang
Pokok-pokek Reformasi Pembangunan dalam Ranpke Penvelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional ssbagai Haluan Nepara, dan Ketetapan Mo,
XIMER/1958 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Eoluai, dan Mepotisme, maka paran dan fungsi pengawasan, pengendalian,
dan pemeriksaan menjadi sangat strategis. Kedua ketelapan MPR tersebul
menggariskan hahwa dipandang parla untuk “memberdayvakan pangaswasan
oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan” dan “maningkatkan
kelerbukasn pemerintah dalam pengelolaan keuangan nepara untuk
menghilangkan korupsi, kolusi, dan napatisme (KEIN}."

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksann dalam
rangka memberantas prakiik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian
mengesahkan Undang-Undang No. 28 Thhun 1999 tentang Penyelenpgara Negara
yang Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kelusi, dan Nepolisme. Undang-Undang
Mo, 28 Tahun 1999 teraebul kemudian menjadt landasan hukum dibenknya
Komlisi Perneriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Dengan demikian,
untuk mengawasi jalannya pemerintaban saal ini terdapat lembaga-lembaga
pengawas dan pemerikaa yang sifatnya Independen vang memiliki tugas vang
herbeda-beda, di anlaranya terdapat badan cmbudsmen, KPKPN, dan BPE, Di
samping ilu, masvarakat luas dibharapkun juga herperan akéif dalam proses
pemgawassan penyelengearaan negerd Jwoichdogl dengan cara memberikan
informasi, dan menyampaikan saron dan pendapainya secara bertangeung
jawah.

Reposisi Lembaga Pemerikss

Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi
pemerintah darrah dalam melakukan pengelolaan kevangan daerah, Salah sato
nal vang harus dianlisipasi adelah kemungkinan terjadinva perpindahan
penvelewengan dan KKN dari pemarintah pusat ke dacrah. Kasus di hebarapa
negara berkambang menunjukkan bahwa pemberian olonomi daerah dan
desoniralisasi fiskal yang terlalu cepal lanpa penpawasan yang cukup justru
meningkatkan korupsi di dacrah. Salah salu cara untuk mengatasi masalah
terasbut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengewasan olah DPRDL

Haruz disadari bahwa saat ini masih lerdapal heberapa kelemahan dalam
malekukan audit pemerintahan di Indonesia, Kelemahan pertama bersifat in-
rerent, sedanpkan kelemahan keduoa lebih bersifat siruktural. Pertama adalab
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tidak lersedianya indikator kinerja (performance indicofor] yang memada
sabagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah dasrah. Hal tersebut umum
dialami cyganisasi sektor publik karena output yang dihesilkan oleh organisasi
publik adalah berupa pelayanan publik yang tidak mudah diukur, Pengauditan
terhadap kinerja pemerintah dacrah akan lebih mudah dilaksanaksn apabila
telah ditetapkan kriteria kinerja yang harus dicapai pemerintah daersh, Selain
tidak adanya kriteria kinerja yang memadai, permesslahan lainnyva adalah belum
adanya Standar Akuntanei Keuangan Pemerinlah yang haku, Pada dasarnya
pengauditan terhadap pemerintah daerah adalab membandingkan hasil yang
leleh dicapai foutput reself) dengan standar dan keiteria vang telah ditetapkan.
Pamerintah daerah akan menghadepi masalah dalam melakuken pengukuran
kinerja apabila DPRD lidek menstapkan kriteria kinerjs yang memadati. Hal
tersebut tidak hanys manysbabkan kesulitan bagl eksekutif daerah, akan telapt
juga kesulilan begi auditor (yang ditunjuk DPRD) untuk mengaudit kinerja
pemerintah daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagl DPRD untuk
menetapkan parformance indicator vang akan dijadiken sebagal pedoman hasi
eksekutif dacrah dalam menjalankan tugasnya,

Kedua, terkait dengan masalah strukiur lemhaga audit terhada
pemerintah pusal dan dearah di Indonesia. Permasalahan veng ada adalaﬁ
banyaknya lembaga pemariksa fungsional vang overlapping satu dengan lainnya
yvang menyebabkan pelaksansan pengauditan tidak elisisn dan tidak efektif,
Saatini pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional terhadap
pembiayaan deseniralisasi dilakukan oleh Badan Pemerikes Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal
Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jenderal Dalam MNegerd, Inspeklorat
Wilayah Propinsi, den Inspektorat Wilaysh Kebupaten/Kota. Lembaga
pemeriksa fungsional tersebut terkadang overlapping dan kurang terkoordinasi
dengan baik.

Uniuk mencipiakan lembaga audit vang efisien dan efektif, maka
diperlukan reposiai terhadap lembaga audit yang ada. Reposiai yang dimaksod
berupa pemisaban tugags den fungsi vang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa
pemerintal lorsebut, apakah sebagai auditor internal atau auditor ekstermnal,

Aundil internal adalah audit yang dilakukan aleh unit pemeriksa vang
marupakan bagian dari organisasi yang diewasi. Yang termasuk audil intarnal
adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departomen, Satuan
Pengawasan Intern (5PI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD,
Inspektorat Wilayah Propinsi [Iiwilprop), Inspekiorat Wilayah Kabupalen/Kots
[Itwilkab/Ttwilko], dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKF).

Sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit
pemeriksa vang berada di luer organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa
eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen, Dalam hal
ini yang bortindak sebegai auditor ekstemal pemerintah adalah BPK, karena
BPE marupakan lsmbags veng independen dan merupakan supreme auditor.

Reposisi lembaga pemeriksa tersebut akan efeklif apabils semua lambags
pemariksa yang ada melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara baik.
Reposisi lembaga pemeriksa merupakan salah satu cera untuk memberdayakan
lasmbaps pemeriksaan negara yang beberaps waktu yeng lalu mengalami distorsi,
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Jika lembaga pemeriksa telah ditata uleng, maka diharapkan dapat difkuli
dengan dihasilkan standar akuntansi keuangan sektor publik dan standar au-
diting prmerintahan secara lebih haik.

Memperloat Velue for Money Audit

(rood goveranen skan tercapai jika lembags pengawas dan pemeriksa
berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemerikse talsh tertata
dangan baik. maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik
pengawagan dan pemorikaarn. Salah satunya adalah dengan memparkuat
pelaksansan audit kinverja {value for money audit stau performance udit),
Sebagaimana diatur dalam Slandar Audit Pemerinlahan (SAP] tahun 1995, value
Jor money qudit atau audil kinerja adalah pengauditen yang dilakukan untok
mamariksa tingkat ekonomi, efisiensi, dan efcklivitas pelaksanaan suatu pTo-
pram/kegiatan dan unil kerja tertentu,

Andit ekonoml dan efisiensi (discbul menagament cudin beniujuan
untuk menentukan apakah: (1) suatu entitas (elah memperoleh, melindungi,
dan manggunakan sumber dayanya (seperli karvawean, gedung, ruang, dan

uralaian kantor] sccara homat dan efisien; [2) penyebab ketidakhermatan dan
Lidakefisienan; (3] cnlilas tarsebut telah memalubi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi.

Audii efektivitas (disebui program oudit] bhertujuan unluk
muenanentukan: (1) tingkat pencapaian hasil program vang diinginkan atau
manfaat yang telah ditelapkan oleh undang-undang atan badan lain yang
berwenang,; (2] cloklivitas kegiatan entilas, pelaksanasn program, kogialan atau
fumgsi instansi yang bersangkutan; (¥) apakah antitas yang diaudit lelah mentaati
peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan pelaksanaan programy
kegiatan.

Tujuan memperkoat pelaksanaon VEM audit tersebut adalal dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas asktor publik. Hal tersebut penting uniuk
mandukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi karena nantinys
DPE/DPRD, menterimenteri dan lembaga-lernbaga pemerintaban, baik di pusat
maupun di daeral, harus memberikan pertanggungjawaban publik kepada
masyanakal. dengan demikian, skuniabililas publik juga merupaksn bagian
penting dai sislem palitik dan demokrasi.

PENENTUAN INDIKATOR KINERJA SEBAGAI DASAR PENILAIAN
KINERJA

Penggunaan indikator kinerja zangat penting unluk mengetahui apakah
suatu akiivilas alau program telah dilakukan secars efisien dan efsktif. Pada
dasarnya tardapat dus hal yang dapat dijadikan sohegai indikator kinerja, vaitu
kinerja anggaran (anggaran policy) dan onggaran kinerja (performance budeet).
Kinarja anggaran adalah alal alau inslrumen yang dipakai cleh DPRD untuk
mengevaluasi kinerja kepala daarah. Alat tersebut berupa stralegi makrn dan
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policy yang tertuang dalam Propeda dan Renstrada, Arah dan Kehijakan Umum
AFBD, gerta Strawegl dan Prionites AFED. Anggaran kinerja adalah alat atau
inafrumen yang dipakal oleh kapala deereh nntuk menpevaluast unit-unit kerja
yang ede dibawah kendali ke p;}la daersh #rlaku manajer cksekutil.

Angparan kinerja merupakan sualu sistam enggaran vang mengulamakan
kepada upayas pencapaian hasil kevja atau culput dan perencanaan alokasi biaya
atau input yang ditetapkan, Untuk menpukur kinerja keuangan pemerinlaty
daerah penlu dikembangkan Standar Analisa Belanja [SAB), tolok ukur kinerja,
dan standar hiaya,

Standar Analisa Belanja [SAB) terdiri dari dua jends, vailu SAB Makro
dan SAE Mikro. S8AB Mikra merupaken perkiraan jurilah alokasi dana untuk
setiap kegatan/provek dalem unil kerja pemerintahan daerah. Latar belakang
diperlukannya Standar Analisa Belanja adalah untuk menghasilkan alokasi
dana yang akurat, adil dan mempn memberi insentif bagi seliap unit kerja
unfuk melakzanakan prinsip 3E {Ekanomi, Efisiensi dan Efcktivilas) secara
berkesinambungan. Dalam SAB Mikro ditenlukan standar plafon/balas alas
belanja masing-masing kategori pengeluaran (rulin dan maodal), sehingga
lereapai nilai yang wajar.

I3alam suatu siklus atau proses angparan SAH berada dalam tshap
perencanasn dan persiapan anggaran. Parencanasn anggaran merupakan araban
kebijaksanaan di bidang anpgaren yang diterjemahkan melalui serangkaian
tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada snatu periode terlenly dengan
menggunakan sejumlah terlentu sumhear daya vang dinyatakan dalam satuan
nang. Ferencanaan angparan jupa harus mampu melakukan penilaion kebuluhan,
mementukan skala prioritas, memperkirakan penaerimaan dan pengeluaran, serta
indikator kinerja vong akan dicapal. Dengan demikian SAE Mikro merupakan
pandukung bagi pelaksanaan anpgaran dasrah yang disusun berdasarkan
pendekatan kinerja.

Untuk dapai mengukur kinerjs pemerintah dasrah, maka perlu dikstahui
indikator-indikalor kinerja sebagsi dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk
menentnkan indikator kinerja tersabut memerlukan hal-hal sebapai berikut:

1. Siglem porencenaan fdan pengendalian
Sistomn perencanasn dan pengendalian melipuli proses, prosedur, dan
slruklur yang membari jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan
dan dikumunikssikan ka saluruh hagian organisasi denpan mengsunakan
rantal komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikas tugas pokok
dan fungsi, keveenanpan serta tanggungiasvab.

2. Spegilikari teknizs dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organizasi divkur dengan
menggunakan spesilikasl leknis secara delail untuk memberikan jaminan
bahiwva spesilikasi teknis lersebul dijadikan sehagai standar penilaian,

3. Kompetensl teknis dan pralesionalisme
Untuk memberikan jaminan lerpenchinye speaifikazi takniz dan
standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel vang memiliki
kompetensi teknis dan profesional dalam bekurja,
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4.  Mekanlsme ckonomi dan makanisme pasar

Mekanisme ekanomi terkait dengan pemberian penghargaan dan
hukwinan freward & punishment] vang bersifal finansial, sedangkan
mekanisme pasar ierkait dengan penggunaan sumhbar daya vang menjamin
terpenuhinya valae for money. Ukuran kinerja digunskan sebagai dasar
untuk memberikan penghargaan dan hukamean.

Makanisme Sumber Daya Manusia

Pamerinteh daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk
wemotivasi stafnya untuk memperbalki kinerja parsonel dan organizasi,

&

Indikaior kinerjs harns dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun
eksternal. Pihak intarnal [pemerintah daerah) dapat mengounakannys dalam
rangka moningkatkan kuantitas dan knalitas pelayanan serla elisiansi hiaya.
Dengan kala lain, indikator kinerja berporan antuk menunjukkan, memberi
indikasi atau memfpkuzkan perhatian pada bidang vang releven untuk
dilakukan lindakan parhaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan
sckalipus sebagai informasi dalam rangka menpukur tingkat akuntabilitas
publik. Fernbuatan dan panggunaan indikator kinerja lerssbul membantn setiap
pelaku ulama dalsm proses pembelanjaan publik. Indikalor kinerja skan
membantn para manajer publik woluk mermaonitor pancapaian program dan
mengldentilikasi masalah yang prnting.

Selain itu, indikator kinerja juga akan membanlu pemerintah daerah
dalam proses pengambilan keputusen anggaran dan dalam mengawasi kinerja
anggaran, Indikator kinerja memudahkan hagi IIPR/DPED dalam mengkaji dan
mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, khususnys melalui proses
pembahasan pada sidang-sidang dewan.

INDIKATOR KINEEJA MAKRO
Tojoan Pembangunan Dasrah

Konsep pembangunan daerah harus dibedakan denpan pambangunan
akonomi dasrah, Pembangunan dacrab merupakan wpava lerpadu yang
menggabungkan beberapa dimenst kebijakan dano ssluruh sekior yvang ada.
Tujuan pernbangunan dacrah adalah mewujudkan masyarakat vang damai,
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sajshiera. Sedangkan
pembangunan ekonomi adalah pembangunan di daereh di sekior ekonomi yang
Eﬂwau dan pelaksansannnyas lalap berpepang pada tujuan pembangunan

il

Pembangunan yang Udak merala, seperl yang dilaksanakan selama ini,
hanya menpulamakan perlumbuban skenomi dan tidak diimbangi dangan
peningkaian kehidupen sosial dan kesejehieraan masyaraket. Permhangunan
ckonomi dasrah pada nmumnya dipandang serhagai kenaikan pendapatan
perkapita penduduk di daerah tersebut yvang diwakili oleh FORB. Pengukuran
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PDRH tersabut dapat menunjukkan kemampuan peningkatan output yang lebih
beaar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, Tolck ukur yang demikisn
mengabaikan beberaps hal, sopart kesejahtoraan magvarakat dan distribusi
pendapatan,

Tujuan pembangunan deerah seharusnya menampatkan manusia sebagai
sasaran akhir dan folus ulama dasl selurah knfjﬂlan pembangunan, melalu
pemberian palayanan dalam berbagai segi ehidnpan yaitu keschatan,
E;mdidikan, sosial dan chonomi, Denpgan konsep pembanginan manusia ini

borhaailan pembangunan bukan semata-mata dilthat dari perkembangan alaw
pertumbuhan yang terjadi melainkan kamampuan pemearintah untuk
menciplakan atau memungkinkan orang menikmali hidup dengan layak.
mendapatkan keschatan, dan meningkatkan kreativitas hidup,

Pembangunan manusia mencakup dua proscs dimana Lrang- orag
melakukan perluasan pilihan-pilihan dan pencapaian dingkat kesejahteraan.
Salah zatu hal penting adalab menjamin kondisi keschalan hidup dalam jangka
panjang, memperaleh pendidikan dan menikmatl sLandar hidup yvang lavak.
Filihan tambahan lainnya adalah kebehasan herpelilik dan perlindungan hak
asasl manusia. Salah satu bentuk kemampuan manusis yang dapat diperhaiki
yaitu kesshatan dan pengeltabuan, semenlara iy, yang kemampuan laingys
dapal dipergunakan untuk bekerja atau menikmati waktn Tnang.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1980, UNDFP {Linited Notion Developmant Progrom)
memperkenalkan sehuah konsep pembangunan yang dibeni nama Humaon Je-
velopment, Konsep ini memprioritaskan pads pencapaian tujuan pemhangunan
yang menjadiken manusia sebagai fokus pembansunan (Himen Centared D
velopment). Pencapalan Lujuan terscbut dapat diukur dengan indikator Indeks
Pembangunan hManusia [Jioman Devalopment Index).

IPM adalah suatu indeks vang mengukur pembangunan sosial ekonom
suatu daecrah herdasarkan pada pengukuran ekonoemi, kesnhatan, dan
pendidikan. Salah salu keunggulan IPM sebagal alat ukur indikator
pambangunan adalah fleksibel dalam pengaplikasianoys. Beberapa cara vang
talah dikembangkan selama ini adalah:

1. Mendisagregasikan [PM ke dalam heberapa unit pengukuran vang lehih
kel sesual dangan kebutuhan, Pada beberaps kasus, IPM m ungkin dapal
dipergunakan untuk menpukor dizparitas keaejahteraan di antam berbagai
ketompok di dalam masyarakat antara desa dan kola, antara berbagai
kelompok elnik, dan antars herbagai wilaveh di dalam suaha unit rogional.

2. . Mengadakan penyesuaian terhadap kalegari pengukuran, pada kasus
snatu unit pengukuran (negara alau desrah) mempunyai togkat
katidakmeralaan yang tingei maka perlu dilakukan penyesuat an terhadap
linglkat pendapatan perkapilanya dengan koelisien gini (¥=1-z), sehingss
tingkal pendapatan vang dijadikan kormponen indeks pEmbangunan
manusia henar-benar mencerminkan lingkat pendapatan sshenamya VB
dinikmati cleh masvarakat banyak.
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3. Memasukkan atau mengelnarkan beberapa kategori pengukuran sshagai
komponen indeks sesuai dengan kebuluhan unit pengulkuran, misalnya
pada suatu pemerintahan yang mempriorilaskan pembangunannya untik
mengatasi tingkal pangangguran yang linggi, meningkatkan produktivitas
masyarakat yang rendah, dan mangantaskan tmgizﬂ kemiskinan yang
meluas, maks pengangguran, produktivitas dan kemiskinan dapat
dijadikan sebagai kompoenen indeks pembangunan manusis, sehingsa IPM
juga akan mancerminkan prioritas penanganan magalah,

KETERKAITAN ANTARA KINERJA MAKRO DAN KINERJA MIKRO

[¥M sebapai slandarindikator kinerja makro memiliki kelorkaitan dengan
kinerja pada unit-unil mikro. Dasar penclapan atendar indikator kinerja makro
unil karjs dilakukan dengan membandingkan andara hasil pencapaian kontribusi
unil kerja terhadap indikator kinerja outesme pada tahun berjalan dengan
seranglaian dala historie kontribusi periade yang lalu ataw denpan data trend
runtun waktu,

Fada Lingkal propinsi, Indeks Pembangunan Manusia merupakan
gabungan indikator kinerja outcome dari beberapa unil kerja propinsi dan unit
kerjn kabupaten/kots. Masing-masing unit kerja melaksanakan sejumlah pro-
pram/pelayanan yang menghasilkan ouleome yang dapat ditunjukkan dengan
indiketor kinerja ckonomi, tingkat pendidikan dan kesehatan, Kelipa indikator
tersebut dapat memasiikan pencapaian lujuan kabupaten/kota vang sejalan
dengan tnjuan wnum propinsi

Dalam melaksanakan Tupoksinys, unit kerja melewall beharapa tahap
vang dapal divkur, Fada tahap awal sehuah unit kerja melaksanakan programy
pelayanan dengan kembinasi input tertentu dapal menghasilkan sejumlah
outpul yang dapat dinkur dengan indikator efisiensi, efoktivitas dan ekonomis.
Selanjulnya unit kerja moenghasilkan dampak tdak langsung dari prograuy
pelavanan yvang disebut dengan coleeme dan dapat diukur dengan indikator
kinerja ckonomi, pendidikan, derajat kesehatan dan indikalor yang relevan
lainnya. Ukuran-ukuran indikator lersshut mempakan kemponen pembentuk
indeks pebangunan manusia yang merupakan indikator tujuan pembangunan
RECATD LI,

Standar kinerja makro unit kerja berede di antara cutpul yang dihagilkan
dan sualu progranypelayanan dan tujuan pembangunan secars umum atau
dapal dinyatakan dengan konlribusi output unit kerja dari program atan
pelayenan terentn terhadap lujuan pembangunan secara umnm,

Secars keseluruban proses tersebut dapat dilibat sehagai sebuah sistom
yang dapat dipantau kemajuannya tahap dumi Lahap sehingga sebuah program/
pelayanan tertenlu dapat dipastikan arabhnys mencapai tujuan wmuwm
pambangunan yailu memperluas pilihan masvarakat dalam mencapai tingkat
panghidupan yang lavak secara ekonomi, tingkal pendidikan, dan derajat
kesehatan.
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PENLUTLP

Pengawasan, pengandalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah dasrah
dalam era ctonomi dasrah merupakan aspek yang sangat penting, Pemberian
otonemi dan desentralissai veng luas, nyata, dan bertanggung jawab kapada
daerah Kabupaten/Kota akan membawa konsskuensi perubahan pola dan sistem
pengawasan, pengendalian, dan pemerikssan. Dalam kontcks olonom! daerah,
ketiga hal tersebut perlu dicptimalkan baik lembaganya maupun teknik atan
prosedur pelaksansannya. Selain itu, perlu ditegaakan batasan dan kewenangan
dan masingmasing pemegang fungsi pengawasan, pengendalian, dan
pemeriksaan, agar tidak terjadi overlapping entara satu fungsi dengan fungsi
yang lainnya, Perlu dibedakan siapa berperan apa dan kapan peran itu beleh
dilakkan.

Pada dasarnya proses pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan
diperankan oleh pernain yang berbeda, waktu vang barhads, serta objek yang
barbeda pula. Pemegang peran utama dalam peagawasan kinerja eksekutif adalah
LFRD dan masyarakal. Peran pengawasan oleh DPRD ini dilakukan pada tahap
awel proses dengan ahjek pengawasan berupe pelaksanaan kebijakan yang
tertnang dalam anggeran policy. Fada proses pengandalian, pelaku ulamanya
adalah pemerinlah daersh, dilakukan pada sasl nperasionalisasi ansparan
dangan cbjek berupa angpgaran kinerja (anggaran manajrmen), Pada tabap akhir
aralah pemeriksaan, pelaku utamanya adalah auditor dengen chisk pemeriksaan
barupa laporan pertanggungjawaban pemerintah dacrah. Untuk mensukseskan
pelaksanaan otenomi daerah, ketiga fingsi terssbut harus dilaksanakan secara
optimal dengan lelap mengikuti mekanisme (rwe of the game) yang diteta pkar.
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